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PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  

REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 13 TAHUN 2020 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN 

OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN 

PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN ANGGARAN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap 

pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan 

yang bermutu, pemerintah mengalokasikan dana alokasi 

khusus nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 

55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi 

Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan 

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan 

Tahun Anggaran 2020; 
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Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 6410); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5423); 

12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242); 

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 

Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS 

NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN 

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN 

KESETARAAN TAHUN ANGGARAN 2020. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut 

DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam 

anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah 
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dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan 

khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. 

2. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat PAUD 

adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada 

anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang 

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan 

untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut. 

3. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan 

nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum 

setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup 

program paket A, paket B, dan paket C. 

4. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak 

Usia Dini yang selanjutnya disingkat BOP PAUD adalah 

program pemerintah untuk membantu penyediaan 

pendanaan biaya operasional pembelajaran PAUD. 

5. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 

Kesetaraan yang selanjutnya disebut BOP Kesetaraan 

adalah program pemerintah untuk membantu 

penyediaan pendanaan biaya operasional kegiatan 

pembelajaran program paket A, paket B, dan paket C. 

6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan 

yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, 

nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis 

pendidikan. 

7. Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Masyarakat yang selanjutnya disebut Dapo PAUD 

Dikmas adalah suatu sistem pendataan yang dikelola 

oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang 

memuat data Satuan Pendidikan, peserta didik, pendidik 

dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan 

yang datanya bersumber dari satuan PAUD atau 

Pendidikan Kesetaraan yang terus menerus diperbaharui 

secara daring. 

8. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan 

yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana biaya 
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dan pendanaan program atau kegiatan untuk 1 (satu) 

tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun 

rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh Satuan 

Pendidikan. 

9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pendidikan. 

 

Pasal 2 

Petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan 

BOP Kesetaraan digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah 

Daerah, Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD, atau 

Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan 

dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK 

Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan. 

 

Pasal 3 

Tujuan pemberian DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP 

Kesetaraan untuk: 

a. membantu penyediaan biaya operasional nonpersonalia 

bagi peserta didik yang diberikan kepada Satuan 

Pendidikan penyelenggara PAUD atau Pendidikan 

Kesetaraan; 

b. meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat 

dalam mengikuti layanan PAUD atau Pendidikan 

Kesetaraan yang berkualitas; dan 

c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan dan pengembangan PAUD dan 

Pendidikan Kesetaraan. 

 

Pasal 4 

Prinsip dalam pelaksanaan penggunaan DAK Nonfisik BOP 

PAUD dan BOP Kesetaraan meliputi: 

 

www.peraturan.go.id


